KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 03/UN40.MWA/PL.02.01/2025

TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT UMUM LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN BUKU 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

bahwa akuntabilitas keuangan merupakan salah satu prinsip tata kelola Universitas
yang baik;

bahwa dalam mencapai akuntabilitas keuangan perlu sumber daya manusia
profesional dari auditor eksternal yang diakui eksistensinya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali
Amanat (MWA) memiliki tugas menetapkan auditor eksternal yang diusulkan oleh
Rektor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf
¢, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Penetapan Kantor
Akuntan Publik Untuk Audit Umum Laporan Keuangan Universitas Pendidikan
Indonesia Tahun Buku 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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16.

17.

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
127/MPK/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;

. Keputusan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomot 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana
Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-
2040;

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor
04/PER/MWA UPI/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik Sebagai
Auditor Eksternal Universitas Pendidikan Indonesia;



18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor
05/PER/MWA UPI/ 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kelayakan Kantor Akuntan
Publik Sebagai Auditor Eksternal Universitas Pendidikan Indonesia;

19. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

20. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
AUDIT UMUM LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TAHUN BUKU 2024

PERTAMA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Rekan
sebagai Auditor Eksternal Universitas Pendidikan Indonesia untuk Audit Umum
Laporan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2024.

KEDUA : Menugaskan kepada Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Universitas
Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretaris Majelis Wali Amanat,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.



